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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LiVMA PULUH KOTA
"NOMOR : 3 TAHUN 2003

TENTANG

K EWAJISAN BERPAKAIAN MUSLIM
DAN MUSLIMAH

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA |
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 zyat (2)
Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara ..
menjamin kebebasan tiap-tiap Penduduk untuk
beribadah menurut agama dan kepercayaannyas™.
masing-masing; )

hbahwa dalam rangka mewujudkan  Visi
pemerintzh Kebupaten Lima Pulub Kota menuju
masyarakat sejahtera melalui Pedmerintahan’
yang amanah dan pernberdayaan Potensi Daerah
yang bernuansa Adat Basandi Syarak, Syarak
Basandi Kitabullah, perlu mengatur Kewajiban
Berpakaian Muslim dan Muslimah; :




C. bahwa untuk Mmewujudkan sebagimana dimaksud
huruf a dan b tersebut diatas, Perlu mengatur
T e—ee - Menetapkannya dengan. suaty Peraturan Daerah.. =

“Mengingat Dol Un.dang-Undang‘Nomo: 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Dzerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi  Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); -

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang.
Sistim Pendidikan ‘Nasional (Lembaran Negara
Tahun 1989 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3390); :

3. Unda_ng~Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lemb_aran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3838); :
4, Undang~Undang Nomor 43 Tahun 1399 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 q

Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Tahun 1999
Nomer 170, Tambahan Lembaran Negara
Nomor3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomeor 30 Tahun 1980
Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dasar (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor

50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3178);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara

[07]

Negara Nomor 3412); -
7. Peraturan- Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 :
Tentang Pendidikan Menengah  (Lembaran . .

Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 341 3%




‘8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 ‘Tahun 1880
Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

“tahun 1890 Nomor 38, Tambahan Lernbaran' ]

Negara Nomor 3414},

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Taht:m 2000
—_— . e
Tentang Kewenangan Pemerintah “dan

" Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);

10.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1988
Tentang Teknik  Penyusunan  Peraturan
Perundang-Undangan- dan Beniuk Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

" { Lembaran Negara Tahun 1899 \Iomor 70);

11.Peraturan Dasrah Kabupaten Lima" Pu'uh Kota
Nomor 1 Tahun 2001 Teniang Pemerintahan
Nagari (Lembaran Dasrah Tapun 2001
Nomor 1); il

12.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas
Paraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Keria Sekretariat
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan .
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota-
‘Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupatzn Lima Puluh Kota;




B —— - Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pembentukan B
s Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
= " Teknis Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota: . ‘
Dengan Persetujuan . : L

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH _ ]
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA , N

- - MERMUTUSKAN : . o C
Menstapkan :  PERATURAN DAERAH  KABUPATEN Lima

PULUH KOTA TENTANG KEWAJIBAN BERPA-
- KAIAN MUSLIN DAN MUST A e

| BAB| -
KETENTUAN Umun

Pasal 1

Dalam Peraturan Dasrah inj yang dimaksugd dengan :
a. Daerah adajah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota:

b. Pemerintah Daerah adaign Pemerintah Daarsh Kabupaten Lima
Puluh Kota:
C. Bupati adalah Bupati L img Puluh Kota: '

d. Kantor Pemerintah adalah Kantor atau Unit Kerja yang dimilikj
Pemerintah  baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Daerah
termasuk Pemerintah Nagari yang meliputi Badan, Dinas, Kantor,
Bagian dan Kecamatan beserta Cabang Dinas dan unijt kerja
jajaran. lainnya dj Kecamatan dan Nagari sebagaij Perangkat
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota serta, Kantor Wali Nagari dan
Kantor instansi Vertigaf Pemerintah di Daerah ;




e. Karyawan/ti Pemerintah adalah orang yang bekerja -pada -Kantor
Pemerintah; -

f. Sekolah adalah Lembaga Pendidikan Formal baik milik Pemerintah
maupun Swasta yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolzh Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah dan Perguruan Tinggi;

g. Siswa dan Mahasiswa adalah Orang yang Belajar/Pelajar yang
menuntut ilmu di suatu Sekolah; _

h. Kantor Swasta adalah LLembaga atau unit kgzrja yang dikelola dan
dimiliki oleh seseorang atau lebih secara pariikelir {swasta)
termasuk lembaga-lembaga pendidikan non formal seperi Tempat
Les, Kursus Keterampilan dsb; i

i. Karyawanfti Swastz adalzh orang yang bekerja pada Kantor
Swasta mulai dasi-Pimpinan sampai jajaran terandah;

j. Kewajiban adalah Suatu urusan atau xefentuan yang harus
ditaksanakan dan akan dibarikan sanksi bagi yang melanggarnya;,

k. Berpakafan Muslim dan muslimah adalah Cara berpakaian
sesaorang laki-laki alau wanita menurut tuntunan agama Islam.

BAB Il
MAKSUD, TUSUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Maksud .

Pasal 2

Maksud berpakaian Muslim dan Muslimah adalah saiah saftu upaya

uniuk pengamalan sjaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari,
sebagai perwujudan masyarakat yang beriman dan bertagwa kepada
Allah Subhanshu wa ta'ala seria penerapan Filosofi Adat Basandi
Syarak, Syarak Basandi Kifabullah.




Bagian Kedua
Tujuan . : ,}
ToTmommramm oT "7 Pasal 3 : ~

Tujuan berpakaian Muslim dan Mustimah adaltah - -
a.-Membentuk sikap dan perilaku sesecrang atau masyarakat sebagai . ;
seorang Muslm dan Muslimah yang baik dan berakhiak mulia :

sesuai luntunan ajaran agama Islam;

b. Mewujudkan masyarakat yang Islami yang senantiasa berupaya
meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahy wa ta'ala;

¢. Membiasakan diri bagi seseorang atau masyarakat agar senantiasa
berpakaizn sesuai dengan tuntunan agama Islam dalam kehidupan
sehari-hart, baik dalam keluarga, di kantoritempat kerja maupun di
masyarakai;

d. Menciptzkan masyarakat yang mencintai budaya islam dan budaya
adat Minangkabau dalam rangka implzmentasi filosofi “Adai
Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuliah™.

Bagian Ketiga

_Fungsi
Pasal 4

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah uatuk menuntun cara
berpakaian sesecrang atau masyarakat agar senantiasa menutup
aurat sehingga dapat menjaga kehormatan dan harga diri sebagai
identitas Muslim dan Muslimah serta untuk mencagah dan menghindari
kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lzin. g




et

BAB il
KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Kewajiban

Paszl 5 - o

(1) Sefiap karyawan/karyawaii baik Pemerintah maupun Swasta,™
mahasiswa/l Perguruan Tinggi , siswa/l Sekofzh Menangah Umum
(8MU) dan yang sederajat, Palgjar Sekoléh Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) dan yang sederajat sarta Pelajar Sekolah Dasar
dan yang sederajat baik Negeri maupun swasta wajib berpakaian
Muslim dan Muslimah.;

(2) Karyawan dan karyawali sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi

karyawan dan karyawati Pemerintah dan Swasia termasuk Guru-
gury dan Pegawai Tata Usaha pada sekolah-sekolah Negeri dan
swasta dan Agaraiur Pemerintahan Nagar

Paszl 8

(1) Bagi setiap anggota masyarakat secara umum dengan segala
profesi dan kessmpatan -dinimbau agar senantiasa berpakaian
Muslim dan Muslimah. : '

(2) Bagi anggota masyarakat yang mengadakan pestalkenduri=:
perhelatan dan sebagainya dihimbau agar pada wakiu
melaksanakan acara untuk berpakaian musiim dan mustimah.

i

i

Bagian Kedua
Pasal 7
(1) Ketentuan mengenai pakaian muslim dan muslimah bagi

karyawan/ti pada kantor Pemerintah dan Swasta sebagaimana
tersebut dalam Pasal 5 adalah sebagai berkut :




A KARYAWAN :

1) _Merﬁakai celana panjang .
2) Memakai baju lengan panjang/pendek
_-3). Disarankan memakai peci.

8. KARYAWAT!;

1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan
dada yang dalamnya sampati lutut:
2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai
mata kaki.
3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, tefinga, leher,
. tengkuk dan dada.

(2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) terbuat dari bahan
yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk —fekuk
tubuh ( fidak ketat )

{3) Ketentuan mengenai model pakaian duskm dan Muslimah diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

(1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Musiimah bagi Siswa dan
Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah-sebagai
berikut :

A. LAKI~LAKI

1) Memakai celana panjang
2) Memakai baju lengan panjang/pendek

B. PEREMPUAN

1) Memakal Baju lsngan panjang yang menutupi pinggul dan
dada yang dalamnya sampai lutut.

2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai
mata kaki

3) Memakai kerudung yang menutupi rambut ,telinga, lehar dan
tegkuk serta dada




(2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} terbuat dari bahan
yang tidak tembus pandang dan tidak memperiihatkan lekuk-lekuk
tubuh (tidak ketat);

(3)Ketentavan mengenai modei pakaian dan .seré'g%m sekolah
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. -

Pasal 9

Ketentuan memakai pakaizn muslim dan Muslimah pada lembaga
Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolsh sebagaimana dimaksud pada
Fasal 5, menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada..._.
Karyawan/Karyawati,

Pasal 10

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Acara Resmi
menyesuaikan dsngan jenis acara dan keientuan yang beraky
setempat .

BAB IV
KETENTUAN SANKS!

Pasal 11

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan D:"aerah ini dikenakan
sanksi sebagai berikut :

a. Bagi Karyawan/Karyawati/Dosem’Guru-guru dan Pegawai Negeri
Sipil lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan.
Disiplin Pegawai Sipil;

b. Bagi siswa dan mahasiswa dikenakan sanksi secara bertingkat
sebagai berikut ;




1). Ditegur secara lisan.

‘2). Ditegur secara tertulis

3). Diberitahukan kepada orang tua

4). Tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di Sekolah -
5). Dikeluarkan/dipindahkan dari Sekolah - e

c. Bagi Panitia yang menyelenggarakan Acara resmi , dikenakan
sanksi berupa teguran secara lisan agar Panitia menertipkan
undangan; .

d. Bagi anggota Karyawan / Karyawati pada Kantor Swasta dikenakan
sanksi barupa teguran dan tembusan kepada induk organisasinya
agar menindak anggotanya;

e. Bagi anggota masyarakat yang berurusan pada Kantor Pemerintah,
tidak akan dilayani sebagaimana mestinya.

BAB Y
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan uniuk meleksanakan peraturan daerah ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota, Anggaran masing-masing perusahaan seria, bantuan
Orang Tua Murid/Siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah
sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 13
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan
oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk serta Tokoh
masyarakat yang pelaksanaan selanjuinya diatur dengan Keputusan
Bupatt,

10




BAB Vit
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14 -

{1) Peraturan Daerah ini-hanya -Eerfaku bagi masyrakat yang beragérﬁa
Istam dan bardomisili dan atau bekerja di Daerah.

(2) Bagi karyawan/ti, mahasiswali, Siswa/i dan pelajar serta masyarakat
vang tidak beragama Islam busananya menyesesuaikan dengan

ketentuan yang berfaku. i

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

'Pasal 15

(1) Hal-hal yang balum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenal pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupat

(2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggat
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya rﬁemerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan Di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 29 Desember 2003
BUPATI LIMA PULUH KOTA
ttd
ALIS MARAJO




Didndangkan di Payakumbuh )
Pada Tanggal 30 Desember2003 -

et e SEKRETARIS DAERAH

- -~ KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
e :

Drs. H. BACHTAR BAHAR
NIP. 410003445

et e
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